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2.2 Pengertian Profesi Dan Profesional
Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga  banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi  perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. PROFESIONAL, adalah
orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari  pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang  profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa“Pekerjaan / Profes” dan “Profesional” terdapat beberapa perbedaan : 
Profesi :
 - Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. 
- Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu). 
- Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. 
- Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
Profesional :
 - Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. 
 - Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
 - Hidup dari situ.
 - Bangga akan pekerjaannya. 
Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidangbidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah  profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang  profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.
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2.4 Tujuan Kode Etik 
 Secara umum tujuan kode etik adalah agar seorang profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada konsumen dan mencegah  perbuatan yang tidak profesional. Tujuan dari rumusan kode etik profesional antara lain : 
1.Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 
2.Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 
3.Untuk meningkatkan mutu profesi. 
4.Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 
5.Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 
6.Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 
7.Menentukan baku standarnya sendiri.

2.5 Fungsi Kode Etik 
 Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para  pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik  profesi: 
1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi  mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
2)Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan  pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
 3)Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi  profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri  pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Dalam bidang kelistrikan, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara  profesional dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi  profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya  pemasangan atau perancangan instalasi listrik. Seorang profesional tidak dapat memasang atau merencanakan suatu instalasi listrik semaunya, tetapi harus mengacu pada norma-norma standarisasi kompetensi personil dan pelatihan yang berlaku secara internasional, dan juga mengacu pada peraturan-peraturan dan situasi keahlian teknik di dalam negeri.




2.7 Kode Etik Profesi Teknik Listrik 
2.7.1 SISTEM TENTANG KETENAGALISTRIKAN (UU RI NO. 30 /2009 )
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penedia dan  pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 
2.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. 
3.Usaha penyedia tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi  pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 
4.Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. 
5.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem didtribus atau ke konsumen, atau penyalur tenaga listrik antarsistem. 
6.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen. 
7.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari  pemegang izin usaha penyediantenaga listrik. 
8.Usaha penunjang tenaga listrik adalah kegiatan usaha penunjang tenaga listrik kepada konsumen.
9.Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem  penyedia tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan didtribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. 
10.Izin usaha penyedia tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha  penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum. 
11.Izin orasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 
12.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat  badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha  penyediaan tenaga listrik. 
13.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau  penyerahan hak atas yanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut. 
14.Kompensasi adalah pemberia sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanak. 
15.Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemegang kekuasaan  pemerintah negara Republik Indonesia segagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.
16.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
17.Menteri adalah mentri yang membidangi usaha ketenagalistrikan. 
18.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
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